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ABSTRAK 

Ruang daratan merupakan sebagian dari permukaan bumi dihuni oleh manusia 

untuk menyelenggarakan aktivitas kehidupannya. Luas wilayah ruang bumi sangat 

terbatas sehingga pemanfaatan ruang harus diatur agar dapat terjaga 

kelangsungannya. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

merupakan legalitas bahwa pemanfaatan ruang harus mengikuti arahan di dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada saat ini di beberapa wilayah Indonesia 

pelanggaran atas pemanfaatan ruang sudah sangat mengkhawatirkan dan telah 

menelan banyak korban. Dalam upaya penanggulangan permasalahan tata ruang, 

pada dasarnya pemerintah telah memiliki produk hukum yang dapat digunakan, 

misalnya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, akan tetapi 

produk hukum ini memiliki kelemahan seperti permasalahan pengaturan yang 

bersifat umum sehingga di dalam penegakan hukumnya menjadi kendala.  

Permasalahan yang dirumuskan yakni bagaimana kebijakan hukum pidana tata 

ruang terhadap pelanggar pemanfaatan ruang di Indonesia yang ada pada saat ini, 

dan bagaimana prospek kebijakan hukum pidana tata ruang terhadap pelanggar 

pemanfaatan ruang di Indonesia pada masa yang akan datang. Dengan 

permasalahan tersebut diatas makan penulis membuat thesis dengan judul 

“Kebijakan Hukum Pidana Tata Ruang Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap 

Pelanggaran Atas Pemanfaatan Ruang di Indonesia”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tata ruang 

dalam upaya penanggulangan pelanggaran pemanfaatan ruang di Indonesia pada 

saat ini dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tata ruang dalam upaya 

penaggulangan pelanggaran pemanfaatan ruang di Indoensia pada masa yang akan 

datang. Metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah yuridis 

normative dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 

dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta 

dokumen-dokumen yag berkaitan. Selanjutnya, data dianalisa secara normative 

kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang 

terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa saat ini kebijakan hukum pidana tata 

ruang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Indonesia belum dapat 

terwujud. Dari beberapa kasus yang ada, pelanggaran tata ruang dikenakan sanksi 

dengan undang-undang sectoral, oleh karena ini Undang-undang Penataan Ruang 

No 26 Tahun 2007 diperlukan “reorientasi dan reevaluasi” pada kebijakan hukum 

pidana tata ruang untuk masa yang akan datang. Saran penulis untuk pembaharuan 

hukum pidana tata ruang adalah pertama, mengusulkan definisi tindak pidana tata 

ruang; kedua, sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternative dan 

dilengkapi dengan aturan khusus; ketiga, pengenaan sanksi pidana disamping 

dijatuhkan hukuman secara alternative juga harus diperhatikan kerugian negara 

dengan memberikan sanksi berupa pengembalian ruang pada keadaan semula atau 

sesuai dengan peraturan Undang-undang. 

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana Tata Ruang. 
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ABSTRACT 

The land is part of the Earth's surface populated by humans to carry out the 

activities of their life. The territory of the earth is very limited so that the 

utilization of space must be regulated in order to maintain the continuity of it. Law 

No. 26 year 2007 on the Spatial Planning is the legality that the utilization of 

space should follow the directions in Spatial Planning. At this time in several parts 

of Indonesia a violation of the utilization of space is very worrying and has caused 

many victims. In an effort to overcome the problems of spatial plan violation, 

basically the government already has legal products that can be used, for example, 

Law No. 26 year 2007 on the spatial planning, but the product of this law have 

weaknesses like the regulation that are general so that in law enforcement is a 

constraint. 

The problem which was formulated is that how the criminal law of space and 

spatial plan towards the utilization of space in Indonesia at this point, and how the 

prospect of criminal law itself towards the utilization of space in Indonesia in the 

future. With the problems above, writer wrote a thesis with the title of “The 

Criminal Law of the Spatial Planning as The efforts to Countermeasure Violation 

Toward the Use of Space in Indonesia”. 

The purpose of this research is to know the policy of criminal law on spatial 

planning in prevention efforts of the utilization of space in Indonesia now and 

prevention efforts of the utilization of space in Indonesia in the future. The 

research method used in thesis this is the juridical normative by using secondary 

data. All material done by collecting and analyzing the literature as well as 

documents and studies related. Furthermore, data analyzed in normative a 

qualitative way to interpret and constructing the statement contained in studies 

and legislation. 

From the results of the study concluded that the current policy of the criminal law 

of spatial planning against the violation of the utilization of space in Indonesia has 

not been possible. In some cases, violations of the imposed sanctions on the 

sectoral, by this Law the Spatial Planning No. 26 of the year 2007 required “re-

oriented and re-evaluated” in the wisdom of criminal law the spatial plan in the 

future. But writers also had suggestion for renewal of the criminal code of the 

space. First, proposed definition of criminal acts of the spatial plan ; secondly, the 

criminal sanctions should be formulated in alternative and equipped with special 

rules ; third, the imposition of criminal sanctions as imposed punishment in 

alternative should also be considered a loss of their country by providing the 

sanction of the return of space on its original state or in accordance with the 

regulations of the Law. 

Keyword: The Criminal Law of the Spatial Planning. 
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